LAPORAN SINGKAT

KOMISI I DPRRI

KEMENTERIAN PERTAHANAN, KEMENTERIAN LUAR NEGERI, KEMENTERIAN
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, TENTARA NASIONAL INDONESIA, BADAN INTELIJEN
NEGARA, DEWAN KETAHANAN NASIONAL, LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL, LPP
TVRI, LPP RRI, PERUM LKBN ANTARA, DEWAN PERS, KOMISI PENYIARAN INDONESIA,
KOMISI INFORMASI PUSAT, LEMBAGA SENSOR FILM (LSF), BADAN KEAMANAN LAUT
RI, DAN BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA (BSSN)

Rapat ke

Tahun Sidang
Masa Persidangan
Jenis Rapat

Hari, Tanggal
Pukul

Sifat Rapat
Pimpinan Rapat

Sekretaris Rapat
Tempat

Acara

. 31 (tiga puluh satu)

: 2018-2019

Vv

. Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi | DPR RI dengan Sekjen

Kementerian Kesehatan (Kemkes), Dirjen Pelayanan Kesehatan
Kemkes, Dirjen Kekuatan Pertahanan (Kuathan) Kementerian
Pertahanan (Kemhan), Kepala Pusat Kesehatan (Kapuskes) Mabes
TNI, Dirut BPJS Kesehatan, dan Ketua Dewan Jaminan Sosial
Nasional

. Selasa, 23 Juli 2019

: 10.00 WIB

. Terbuka

: 1. Dibuka oleh Dr. H. Abdul Kharis Almasyhari, Ketua Komisi | DPR

RI
2. Dilanjutkan oleh Ir. H. Satya Widya Yudha, M.Sc., Wakil Ketua
Komisi | DPR RI

. Suprihartini, S.I.P., M.Si., Kabagset. Komisi | DPR RI
: Ruang Rapat Komisi | DPR RI, Gedung Nusantara Il Lt. 1

JI. Jenderal Gatot Soebroto, Jakarta 10270

: Tindak lanjut RDP Komisi | DPR RI dengan Sekjen Kemkes, Dirjen

Kuathan Kemhan, Kapuskes Mabes TNI, Dirut PT. ASABRI (Persero),
dan Dirut BPJS Kesehatan tanggal 14 Januari 2019 terkait dengan
pembentukan dan pengaktifan gugus tugas (task force) sebagai
tahapan pembentukan payung hukum terkait kekhususan rujukan



Hadir

PENDAHULUAN

berjenjang pelayanan kesehatan di lingkungan Kementerian
Pertahanan dan TNI
1

2. a.

. orang dari 51 Anggota Komisi | DPR Rl

Sekjen Kemkes diwakili oleh Staf Ahli Bidang Hukum
Kesehatan Kemkes, dr. Kuwat Sri Hudoyo, MS.

b. Dirjen Pelayanan Kesehatan Kemkes diwakili oleh Direktur
Pelayanan Kesehatan Rujukan, dr. Tri Hesty Widyastoeti,
Sp.M., MPH.;

c. Dirjen Kuathan Kemhan, Mayjen TNI Ida Bagus Purwalaksana,
S.I.P, M.M.

d. Kapuskes Mabes TNI diwakili oleh Kabid Yankesin, Kolonel dr.
Susmardana, SPKK.

e. Dirut BPJS Kesehatan diwakili oleh:

1) Direktur Kepatuhan Hukum, Dr. dr. H. Bayu Wahyudi,
SpOG

2) Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan, dr. R. Maya
Amiarny Rusady, M.Kes.

f. Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional, Ir. TB. Achmad
Choesni, M.A., M.Phil.

beserta jajaran.

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 251 Ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Ketua Rapat
membuka Rapat pada pukul WIB 12.03 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.

RDP Komisi | DPR RI dengan Sekjen Kemkes, Dirjen Pelayanan Kesehatan

Kemkes, Dirjen Kuathan Kemhan, Kapuskes Mabes TNI, Dirut BPJS Kesehatan,
dan Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2019
dengan acara dan waktu sebagaimana tersebut di atas, dibuka oleh Dr. H. Abdul
Kharis Almasyhari, Ketua Komisi | DPR RI dan dilanjutkan serta ditutup oleh Ir. H.
Satya Widya Yudha, M.Sc., Wakil Ketua Komisi | DPR R



1.

KESIMPULAN

Komisi | DPR RI berkesimpulan bahwa Kementerian Kesehatan tidak
menindaklanjuti Keputusan Rapat tanggal 5 Desember 2018 dan 14 Januari 2019
terkait dengan pembentukan gugus tugas dalam penyelesaian regulasi pelayanan
kesehatan di lingkungan Kemhan dan TNI.

Selanjutnya Komisi | DPR RI melalui Pimpinan DPR RI akan mengirimkan surat
kepada Presiden RI terkait dengan poin 1 (satu) di atas untuk melaporkan hasil
Keputusan Rapat Komisi | DPR Rl dengan Kementerian Kesehatan, Kementerian
Pertahanan, Pusat Kesehatan TNI, BPJS Kesehatan, dan Dewan Jaminan Sosial
Nasional.

ll. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 16.08 WIB.

Jakarta, 23 Juli 2019
KETUA RAPAT,

Ir. H. SATYA WIDYA YUDHA, M.Sc.
A-290




